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PUTUSAN
Nomor 202/Pdt.G/2017/PA.TkKI.

-
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara
perdatatertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Gugat antara :

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMAS,
Pekerjaan SPG, tempat kediaman di Tanring Mata, Desa
Bontokanang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan,
Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

XXX, umur 30 tahun, agama lIslam, pendidikan terakhir Tamat SMA,
Pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediamandahulu di
Sayoang Baru,Kelurahan  Pa’bundukang, Kecamatan
Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sekarang tidak
diketahui tempat tinggalnya yang pasti wilayah Republik
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca berkas perkara.
Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 hal, Putusan Nomor
202/Pdt.G/2017/PA.Tkl
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3
Nopember 2017, telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor
202/Pdt.G/2017/PA.Tkl., tanggal 3 Nopember 2017 dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2009, penggugat dengan
tergugat melangsungkan pernikahan di Tanring Mata, Desa
Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti
berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 327/01/X/2009, tertanggal 1 Oktober
2009.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua
tergugat di Sayowang Baru, Kelurahan Pa’bundukang, Kecamatan
Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan
tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan (Khaylah Anagah
llham)
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2015, antara
penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan
tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat
pada intinya disebabkan karena:

- Sudah mempunyai istri kedua.
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6. Sudah tidak lagi menafkahi saya dan anaknya..
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan d| atas

penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun
kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia
dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat
telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah
berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera
Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dan
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (XXX) terhadap
penggugat (XXX).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat

telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
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menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut vyang relaas panggilannya Nomor
202/Pdt.G/2018/PA.Tkl. tanggal 13 Nopember 2017, dan 13 Desember
2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat
dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai
dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat
tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 327/01/X/2009, tertanggal
1 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, bukti surat
tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi
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1. XXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak
ada, tempat kediaman di Tanring Mata, Desa Bontokanang, Kecamatan
Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. di bawah sumpah memberi

keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa tergugat bernama XXX
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah

yang pernikahannya dihadiri oleh saksi.
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat

tinggal di rumah orang tua tergugat di Sayowang Baru,

Polongbangkeng Selatan.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama menikah telah

dikaruniai 1 orang anak yang bernama Khaylah Anagah binti llham.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat

rukun, namun sejak bulan Maret 2015 rumah tangga penggugat dan
tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi

pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan

tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah memiliki anak

dengan wanita lain dan tidak menafkahi penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tempat

tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat dan hingga kini

sudah 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah

menemui dan menafkahi penggugat dan tidak ada nafkah yang
ditinggalkan untuk biaya hidup penggugat dan sudah tidak saling

komunikasi dan tidak pula saling memperdulikan.
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- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara

penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

2. XXX, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan PGA, Pekerjaan tidak
ada, tempat kediaman di Dusun Benteng, Desa Kalebenteng,
Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. di bawah sumpah
memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah nenek penggugat.
- Bahwa saksi mengenal tergugat yang llham Ashari..
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua tergugat di Sayowang Baru, Kecamatan
Polongbangkeng Selatan..
- Bahwa penggugat dan tergugat selama menikah telah
dikaruniai 1 orang anak yang bernama Khaylah Anagah binti llham.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat
rukun, namun sejak bulan Maret 2015 rumah tangga penggugat dan
tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi
pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan
tergugat mempunyai istri kedua dan tergugat juga tidak menafkahi
penggugat. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat
kurang lebih 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah

menemui dan menafkahi penggugat dan tidak ada nafkah yang
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ditinggalkan untuk biaya hidup penggugat dan sudah tidak saling
memperdulikan.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara

penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan
pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun
lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang
harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di
mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2
jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah
kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat
tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif
Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan
pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan
yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.Menimbang, bahwa
oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa
hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan kuat.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam
persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil
gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta
kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat,
penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk
menghindari

kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (agreement to divorce)
yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena

bertentangan dengan ketertiban umum {public order).
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan
antara penggugat (XXX) dan tergugat (XXX) yang dilangsungkan pada
tanggal 17 September 2009 di Tanring Mata, Desa Bontokanang,
Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong
Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai angka
1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat mengenai angka
1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tangga 17 September 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan.

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat telah hidup rukun
dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Khaylah
Anagah binti llham

3. Bahwa sejak Maret 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat
terjadi percekcokan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat
selingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah mempunyai anak dengan
wanita tersebut, tergugat juga tidak menafkahi penggugat.

4. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang
hingga kini sudah 2 tahun lamanya.

5. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk

didamaikan tapi tidak berhasil.
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas
dapatdisimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang
menikah pada tanggal 17 September 2009
2. Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan harmonis
dan telah dikaruniai 1 orang anak.
3. Bahwa rumah tangga penggugat sudah tidak rukun lagi karena
terjadi percekcokan yang terus menerus diantara kedua belah.
4. Bahwa tergugat telah menyakiti bathin penggugat dengan selingkuh
dengan wanita lain, bahkan telah memiliki anak dengan wanita tersebut,
tergugat tidak tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan
tidak menafkahi penggugat
5. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan
pernikahannya dengan tergugat dan memilih untuk bercerai karena tidak
tahan lagi dengan sifat dan sikap tergugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21

i35 8353 o5 v Gl I55alls sh kil 3,050 315 Lagle Des

- =

093555 mbth A3 (9 O]
Artinya : (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) supaya kalian
merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian)
semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu)
hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.

2. Kitab Ath-Thalag Min Asy-Syariati Al-Islamiyah Wa Al-Qanun
halaman 40, karangan Dr. Ahmad al Gundur
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Terjemahnya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan
perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan
perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci
antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan

untuk menegakkan hukum Allah”

3. Kitab Ghayatul Murom oleh Al-Majdi

i a1 lgele $lbo Lgzg ) azg 3l ast, pas auibl 15l 5

Artinya ! Diwaktu Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,
maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak satu
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit
untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus yang disebabkan oleh tergugat selingkuh dengan
wanita lain, bahkan telah memiliki anak dengan wanita tersebut, tergugat
juga tidak menafkahi penggugat beserta anaknya, tidak memberikan
perhatian sebagaimana layaknya seorang suami kepada istrinya, tergugat
tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dan bahkan
meninggalkan penggugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat
tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun
lamanya, dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3
kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang
sakinah mawaddah warahmabh.
Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti
disebutkan diatas, penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan
rumah tangganya, dan berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan rumah
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tangganya dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk
merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat tapi tidak
berhasil yang pada akhirnya penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri
perkawinannya dengan mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan
Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26
Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum Bahwa“suami istri yang tidak
berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka
rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi
Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 ayat
(1) dan (6) Kompilasi Hukum Islam.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka petitum gugatan penggugat mengenai permohonan menjatuhkan
talak satu bain shugra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX) tersebut
memenuhi ketentuan dalam Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi

Hukumlslam, oleh karena itu dapat dikabulkan.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama figh
dalam kitab Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq untuk selanjutnya menjadi
pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:
tuai awd gaiy plg awzg il Ll o dniai u> Gl plas pMw) 1, lis |8
allagll zg, oLl Iaag 1iall pudl uzg il x>l Ll oS Ol
Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah
tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah
dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa
karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum
salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan

hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan
telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul), maka
berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat
dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) selama 90 (sembilan
puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah
terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi
ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis
Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar

untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat
dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan
sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-

peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di Persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (XXX) terhadap Penggugat
(XXX).

4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijrivah, oleh Hakim Pengadilan
Agama yang terdiri dari Dra. Kartinisebagai Ketua Majelisdan Musafirah,
S,Ad., M.Hl.serta Muh. Hasyim, Lc. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan
mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum dengan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H.,sebagai panitera
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Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Musafirah, S.Ag., M.HI Dra. Kartini
Muh. Hasyim, Lc. Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.360.000,00

4. Biaya Redaksi . Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai . Rp. 6.000,00
Jumlah . Rp. 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu)
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